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ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank
Mandiri Pada Masa Covid-19 Dikaitkan Dengan Kewajiban Membayar Kredit
Usaha Rakyat. Latar belakang dari skripsi ini adalah bagaimana perlindungan
hukum yang diberikan oleh Bank Mandiri Kota Palembang terhadap nasabah
yang tidak mampu membayar pinjaman Kredit Usaha Rakyat di Bank Mandiri
Kota Palembang, serta akibat hukum dari kebijakan tersebut. Penelitian yang
dilakukan untuk penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis empiris, dengan
menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data yang
digunakan adalah data primer yaitu data yang didapatkan langsung dari
lapangan dan data sekunder dengan melakukan penelitian kepustakaan.
Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik studi dokumen
dan teknik wawancara. Adapun analisis data dengan menggunakan informasi
dari lapangan kemudian dianalisis dengan teknik kualitatif dan disajikan
secara deskriptif dan sistematis. Hasil dari penelitian ini adalah 1) bentuk
perlindungan hukum yang diberikan Bank Mandiri Kota Palembang kepada
nasabah yang tidak mampu membayar Kredit Usaha Rakyat pada masa
pandemi Covid-19 ini yaitu berupa pemberian kebijakan restrukturisas yang
dapat meringankan angsuran pokok yang harus dibayarkan Pemberian
restrukturisasi tersebut hanya diberikan kepada nasabah yang mengambil
Kredit Usaha Rakyat sebelum pandemi covid-19 sedangkan bagi nasabah yang
baru mengambil Kredit Usaha Rakyat mulai dari bulan Januari 2021 tidak
mendapatkan restrukturisasi walaupun terdampak pandemi covid-19. 2) Akibat
hukum bagi nasabah yang tidak mampu membayar Kredit Usaha Rakyat pada
masa pandemi covid-19 yaitu apabila nasabah yang mengambil kredit usaha
rakyat tidak bisa melakukan pembayar kredit tersebut dan sudah melampaui
waktu yang ditentukan maka Nasabah tersebut akan di berikan Surat
Peringatan yang akan dilayangkan sebanyak tiga kali. Apabila tidak ada
tanggapan dari nasabah yang bersangkutan atas Surat Peringatan tersebut
maka akan dilakukan pelelangan terhadap objek jaminan yang telah
dijaminkan Nasabah tersebut pada Bank Mandiri Kota Palembang.
Kata Kunci: Bank Mandiri, Covid-19, Kredit Usaha Rakyat,
Perlindungan Hukum
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan,

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk

simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau

bentuk-bentuk lainnya dalam rangkah meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Kegiatan usaha utama bank adalah menarik dana langsung dari masyarakat

dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam

bentuk kredit atau pembiayaan membuatnya syarat akan pengaturan baik melalui

peraturan perundang-undangan di bidang perbankan sendiri maupun perundang-

undangan lain yang terkait.1 Dasar perikatan antara nasabah dan bank adalah

rasa kepercayaan, yang mengharuskan bank agar dapat terus menjaga

kepercayaan nasabah/masyarakat dalam setiap bentuk kegiatan operasionalnya,

oleh karena itu kegiatan perbankan membutuhkan aturan hukum yang dapat

menjaha hubungan bank dan nasabah, hukum perbankan yang berisi segala

norma hukum yang berlaku dan mengikat dalam bentuk suatu peraturan

perundang-undangan dan perbankan baik tertulis maupun tidak tertulis.2

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

(selanjutnya disebut UUPK) dan juga Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2017

tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen sangat terkait khususnya

1 Dahlan Siamat, 1993, Manajemen Bank Umum, Intermedia, Jakarta,Hlm.17
2 Gunarto Suhardi,2003, Usaha Perbankan Dalam Perspektif Hukum,Kanisius

Yogyakarta,Hlm.23
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dalam hal perlindungan hukum bagi nasabah bank, selaku konsumen antara lain

dengan adanya perjanjian kredit atau pembiayaan bank yang merupakan

perjanjian (standard contract).3 Dimana masa pandemi ini pemerintah

mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor

11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan

Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan

penawaran restrukturisasi/keringanan oleh Asosiasi Perusahaan Pembiayaan

Indonesia yang dirilis dalam Otoritas Jasa Keuangan Update Nomor 04C/SPI

(perusahaan pembiayaan). Hal ini perlu dilakukan guna menghindari

peningkatan risiko kredit perbankan akibat penurunan kinerja dan kapasitas

debitur (konsumen) untuk memenuhi kewajiban pembayaran kredit atau

pembiayaan.4

Berdasarkan bentuknya, perjanjian kredit perbankan pada umumnya

menggunakan suatu bentuk perjanjian yang baku (standard contract).

Sehubungan dengan itu memang dalam praktiknya bentuk perjanjiannya sudah

disediakan oleh pihak Bank sebagai kreditur sedangkan debitur banyak

mempelajari dan memahaminya dengan baik.demikian perjanjian itu biasa

disebut sebagai perjanjian baku (standard contract).5 Dimana dalam perjanjian

tersebut pihak debitur hanya dalam posisi menerima atau menolak tanpa ada

kemugkinan untuk melakukan negosiasi atau tawar menawar yang pada akhirnya

3 Ibid.Hlm.17
4 Https://Bpkn.Go.Id/Posts/Show/Id/1542/Diakses Pada Tanggal 28 September 2020 Pukul

14.43 Wib
5 Mohammad Tjoetem,1999,Perkreditan Bisnis Inti Bank Komersial(Konsep, Teknik,Dan

Kasus), Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Hlm.4
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melahirkan suatu perjanjian “yang tidak menguntungkan bagi salah satu pihak”

konsumen jasa perbankan lebih dikenal dengan sebutan Nasabah. Nasabah

dalam konteks Undang-Undang Nomor 10 Tahun

1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang

Perbankan dibedakan menjadi 2 macam, yaitu Nasabah Penyimpanan dan

Nasabah Debitur. Nasabah Penyimpanan adalah nasabah yang menempatkan

dananya di bank dalam bentuk simpaanan berdasarkan perjanjian nasabah

dengan bank yang bersangkutan. Sedangkan Nasabah Debitur adalah nasabah

yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan prinsip syariah atau yang

dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang

bersangkutan.6 Dalam praktik perbankan nasabh dibagi menjadi 3 yaitu:

Pertama, nasabah deposan merupakan nasabah yang menyimpan

dananya pada suatu bank, misalnya dalam bentuk giro, tabungan dan

deposito.

Kedua nasabah yang memanfaatkan fasilitas kredit atau biaya perbankan

misalnya: kredit kepemilikan rumah, Pembiayaan murabahah, dan

sebagainya.

Ketiga, nasabah yang melakukan transaksi dengan pihak lain melalui

bank (walk in customer), misalnya transaksi secara importir sebagai

6Https://Ejournal.Unsrat.Ac.Id/Index.Php/Lexcrimen/Article/View/15085/14649 Diakses
Pada Tanggal 21 Agustus 2020, Pukul 20.42 Wib
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pembeli dengan eksportir diluar negeri dengan fasilitas later of credit

(L/C).7

Adapun jenis-jenis bank :

1) Dilihat dari Segi Fungsinya

Menurut Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 10 Tahun 1998

jenis perbankan menurut fungsinya terdiri dari :

a. Bank Umum

b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

2) Dilihat dari Segi Kepemilikannya

Ditinjau dari segi kepemilikan maksudnya adalah siapa saja yang

memiliki bank tersebut. Kepemilikan ini dapat dilihat dari akte

pendirian dan penguasaan saham yang dimiliki bank yang

bersangkutan.

3) Dilihat dari Segi Operasional

1. Bank Devisa yaitu bank yang telah memperoleh izin dari bank

indonesia untuk melakukan transaksi perdagangan dengan

menggunakan valuta asing.

2. Bank Non Devisa yaitu bank yang tidak mendapatkan izin untuk

melakukan transaksi pembayaran dengan menggunakan valuta

asing.8

7 Marhais Abdul Miru, 2004, Hukum Perbankan Di Indonesia,Alumni Bandung, Hlm.31

8 Dr.H. Zainal Asikin,2015,Pengantar Hukum Perbankan Indonesia,Pt Rajagrafindo
Persada,Jakarta,Hlm.39
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4) Dilihat dari Segi Cara Menentukan Harga

Jenis bank jika dilihat dari segi atau caranya dalam menentukan

harga,baik harga jual maupun harga beli dibagi menjadi dua

kelompok yaitu :

a.Bank yang berdasarkan Prinsip Konvensional (Barat)

b.Bank yang berdasarkan Prinsip Syariah (Islam)9

Berdasarkan uraian diatas artinya kita memiliki banyak jenis-jenis bank

yang bisa digunakan untuk melakukan transaksi pinjam meminjam, tidak hanya

terpaku pada satu bank, akan tetapi transaksi tiap bank itu memiliki proses atau

caranya masing-masing yang harus dipatuhi oleh setiap calon Nasabah yang

akan melakukan peminjaman, misal: harus adanya jaminan, kartu identitas yang

jelas,dan sebagainya, guna untuk kepentingan pihak bank dan nasabah yang

bersangkutan.

Pada pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Perjanjian

merupakan suatu hal yang menimbulkan perikatan. Dimana dalam perjanjian

tersebut teradapat dua pihak yang terlibat, pihak yang mempunyai hak, dan

pihak yang mempunyai kewajiban. Atau dengan pengertian lain yaitu, pihak

yang satu berhak atas prestasi, dan pihak yang lain wajib memenuhi prestasi.

9 Http://Eprints.Perbanas.Ac.Id/2380/4/Bab%20Ii.Pdf (Diakses Pada Tanggal 27 Agustus
2020, Pukul 20.00 Wib)

http://eprints.perbanas.ac.id/2380/4/BAB%20II.pdf
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Syarat-syarat tersebut dikenal dengan “syarat sahnya perjanjian”

sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

sebagai berikut :

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

3. Suatu hal tertentu.

4. Suatu sebab yang halal.

Bentuk penerapan perjanjian yang paling sering digunakan yaitu pada dunia

perbankan. Bentuk perjanjian di bidang perbankan ini diatur dalam Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dari beberapa bentuk perjanjian yang ada

didunia perbankan, salah satu yang kerap kali di pakai adalah perjanjian pinjam-

meminjam. 10

Nasabah Bank sebagai konsumen wajib mendapat perlindungan hukum

atas pemanfaatan produk jasa yang ditawarkan oleh bank. Perlindungan hukum

merupakan suatu upaya dalam mempertahankan serta memelihara kepercayaan

masyarakat luas khususnya nasabah.11 Berdasarkan ketentuan Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan pasal 4 (c) Undang-

Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, bahwasanya

10 Http://Repository.Unpas.Ac.Id/15946/3/7%20Bab%20Ii.Pdf Diakses Pada Tanggal 26
Agustus 2020, Pukul 15.00 Wib

11 Hermansyah,2011, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta,
Hlm.146
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nasabah sebagai konsumen wajib mendapatkan pelayanan jasa yang nyaman,

aman dan selamat dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Akan tetapi dalam

prakteknya masih kerap dijumpai pelaku usaha yang tidak beritikad baik kepada

kosumennya yaitu dengan memanfaatkan kelemahan konsumennya, sehingga

minimnya pengetahuan serta kesadaran masyarakat sebagai konsumen dapat

dimanfaatkan oleh pelaku usaha demi meningkatkan keuntungan yang sebesar-

besarnya.12 Bank yang tidak sehat akan kehilangan kepercayaan masyarakat,

kelangsungan usaha bank tidak dapat dilanjutkan mengakibatkan bank tersebut

menjadi bank gagal yang dapat dicabut izin usahanya. Atas dasar pertimbangan

tersebut, baik pemilik dan pengawasan bank, harus bekerja sama mewujudkan

kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan.13

Bank Indonesia yang merupakan bank sentral dari seluruh lembaga

perbankan di Indonesia diberi wewenang dan tugas untuk melaksanakan

kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan harus

mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian agar

tercapai dan terpeliharanya kestabilan nilai rupiah sebagaimana yang tertera

dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.14 Dengan

demikian lembaga yang bertanggung jawab atas terwujudnya sistem perbankan

yang sehat adalah bank sentral. Adapun bank yang berada di bawah koordinasi

12 Husni Syazali Dan Heni Sri Imaniyati,2000,Hukum Perlindungan Konsumen,Mandar
Maju, Bandung,Hal.28

13 Dahlan Siamat,2005, Manajemen Lembaga Keuangan; Kebijakan Moneter Dan
Perbankan, Fakultas Universitas Indonesia, Jakarta.Hlm.177.

14 Hermansyah,2011, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Kencana Prenada Media
Group, Jakarta,Hlm.174.
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Bank Indonesia yaitu, Bank BRI, BCA, Sumsel Babel, dan lain-lain. Dari

beberapa bank tersebut, adapun yang paling gencar menawarkan pinjaman yaitu

Bank Mandiri, dimana terdapat beberapa produk pinjaman sebagai berikut:

Tabel 1.1
JENIS-JENIS PRODUK PINJAMAN PADA BANKMANDIRI

Dari 5 macam kredit pada Bank Mandiri diatas yang sangat signifikan untuk

dibahas yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR). Hal ini dikarenakan Kredit Usaha

Rakyat ini bersentuhan langsung dengan masyarakat yang mengalami penurunan

15 Https://Www.Bankmandiri.Co.Id/Pinjaman/ Diakses Pada Tanggal 8 Agustus 2020,Pukul
19.48 Wib

NO PRODUK PINJAMAN PENGERTIAN

1 Kredit Serba Guna Mandiri (KSM) Adalah fasilitas kredit yang
diberikan kepada pegawai yang
memilikipenghasilan atau profesi
tetap, pensiunan atau kepada target
market tertentu.

2 Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) Adalah fasilitas pembiayaan
kendaraan bermotor untuk nasabah
perseorangan atau badan usaha.

3 Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) Adalah kredit yangdiberikan
secara Perseorangan untuk
membeli rumah tinggal/apartemen,
baik melalui developer atau tidak

4 Kredit Multiguna (KPR Multiguna) Adalah layanan kreditperorangan
dengan jaminan properti yang bisa
diajukan untuk memenuhi berbagai
kebutuhan hidup.

5 Kredit Usaha Rakyat (KUR) Adalah kredit/pembiayaanyang
diberikan oleh Perbankan kepada
UMKMK yang feasible tapi belum
bankable.15
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pendapatan karena adanya Covid-19 sehingga Nasabah mengalami kesulitan

dalam melakukan pembayaran Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Umumnya dalam setiap perjanjian, pihak-pihak memiliki hak dan kewajiban

nya masing-masing dalam memenuhi prestasi. Secara singkat adapun hak dan

kewajiban dari debitur dan kreditur yaitu:

Debitur

Hak : Menerima sejumlah dana yang yang dipinjam
dari kreditur

Kewajiban : Melakukan pembayaran kredit sesuai dengan
perjanjian yang telah disepakati.

Kreditur

Hak : Menerima pembayaran hutang debitur

Kewajiban : Menyerahkan sejumlah dana yang dipinjam
oleh debitur

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan wabah Covid-19 sebagai

darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional (PHEIC)

pada 30 Januari 2020 dan pandemi pada tanggal 11 Maret 2020.16 Semenjak

terjadinya pandemi Covid-19 ini banyak masyarakat yang mengalami perununan

kemampuan finansial, baik dikarenakan oleh terkena PHK, turunnya tingkat

kemampuan jual beli, dan berbagai faktor lainnya. Penurunan finansial ini

kemudian memunculkan berbagai masalah lain, salah satunya yakni sulitnya

16 Bima Baskara,”Rangkaian Peristiwa Pertama Covid-19”, Kompas.Id. 18 April 2020,
Diakses Dari Https://Kompas.Id/Baca/Riset/2020/04/18/Rangkaian-Peristiwa-Pertama-Covid-19/
Diakses Pada Tanggal 28 September 2020, Pukul 15.08

https://kompas.id/baca/riset/2020/04/18/rangkaian-peristiwa-pertama-covid-19/
https://kompas.id/baca/riset/2020/04/18/rangkaian-peristiwa-pertama-covid-19/
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nasabah-nasabah bank yang telah mengajukan pinjaman untuk memenuhi

prestasinya. Nasabah tersebut antara lain korporasi, pelaku UMKM, pegawai

dan lain-lain.

Permasalahan sangat dirasakan bagi masyarakat dimana yang mengalami

penurunan pendapatan. Sehingga permasalahan ini pun mempengaruhi

kemampuan masyarakat tersebut dalam memenuhi prestasi. Masalah yang

terjadi ini tentunya memerlukan perlindungan hukum, baik pihak Nasabah

sebagai debitur ataupun bagi pihak Bank sebagai kreditur. Sehingga diperlukan

kesepahaman dan penyesuaian kembali perjanjian pinjam-meminjam guna

meminimalisir kerugian yang ditanggung oleh kedua belah pihak. Atas

permasalahan tersebut, secara khusus Bank Mandiri telah mengeluarkan

beberapa kebijakan dan kelonggaran bagi nasabah yang terdampak pandemi ini,

salah satunya yakni Kredit Usaha Rakyat.17

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Nasabah Bank Mandiri yang

tidak bisa membayar Kredit Usaha Rakyat dalam masa pandemi Covid-

19?

2. Bagaimana akibat hukum terhadap kemampuan Nasabah Bank Mandiri

yang tidak bisa membayar kredit dalam masa pandemi Covid-19?

17 Https://Www.Bankmandiri.Co.Id/Pinjaman/ Diakses Pada Tanggal 8 Agustus 2020,Pukul
19.48 Wib
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C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap Nasabah Bank

Mandiri yang tidak bisa membayar Kredit Usaha Rakyat dalam masa

pandemi Covid-19;

2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap kemampuan Nasabah Bank

Mandiri yang tidak bisa membayar kredit dalam masa pamdemi Covid-

19.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu untuk memperdalam, membina serta

mengembangkan ilmu pengetahuan, oleh karena itu manfaat dilakukannya

skripsi ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran bagi ilmu

pengetahuan agar lebih mengetahui tentang perlindungan hukum apa

saja yang didapat Nasabah apabila melakukan transaksi pada suatu bank,

misalnya: Bank Mandiri.

2. Manfaat Praktis

Memberikan pemahaman secara praktis kepada Nasabah tentang

perlindungan hukum yang diberikan oleh Bank Mandiri kepada Nasabah.
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E. Ruang Lingkup Permasalahan

Adapun ruang lingkup yang dibahas dalam penelitian ini yaitu untuk

mengetahui Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Bank Mandiri yang tidak

bisa membayar Kredit Usaha Rakyat dalam masa pandemi Covid-19 dan untuk

mengetahui akibat hukum terhadap kemapuan Nasabah Bank Mandiri yang tidak

bisa membayar kredit dalam masa pandemi Covid-19.

F. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan landasan teori atau dasar pemikiran dalam

menyusun sebuah penelitian. Kerangka teori digunakan untuk membantu penulis

dalam menentukan arah dan tujuan penelitian, serta sebagai dasar penelitian agar

langkah yang ditempuh selanjutnya dapat jelas dan konsisten.18

Adapun teori – teori yang digunakan penulis sebagai berikut :

1. Teori Perlindungan hukum

Perlindungan hukum adalah segala daya upaya yang di lakukan secara

sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang

bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan

kesehjahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sebagaimana

di atur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

Manusia.19

18 Koentjaraningrat, Metode – Metode Penelitian Masyarakat, Jakarta : Gramedia, 1990,
Hlm. 65.

19 Http://Tesishukum.Com/Pengertian-Perlindungan-Hukum/Diakses Pada Tanggal 25
Agustus 2020,Pukul 20.30 Wib
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2. Teori Perjanjian / Kontrak

Perjanjian telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal

1313, yaitu bahwa perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan

dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu

orang lain atau lebih. Kata overeekomst tersebut lazim diterjemahkan juga

dengan kata perjanjian. Jadi persetujuan dalam Pasal 1313 KUH Perdata

tersebut sama artinya dengan perjanjian. Adapula yang berpendapat bahwa

perjanjian tidak sama dengan persetujuan. Perjanjian merupakan

terjemahan dari vervintenis sedangkan persetujuan merupakan terjemahan

dari oveereenkomst.20

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan sebuah metode secara ilmiah yang dilakukan

untuk mencari dan mendapatkan data yang valid, dengan tujuan untuk dapat

menemukan, mengembangkan dan membuktikan suatu pengetahuan tertentu,

sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan

mengantisipasi masalah. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah

sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian

yuridis Empiris yang dapat juga dikatakan jenis penelitian hukm

sosiologis (penelitian lapangan/field research), yaitu penelitian hukum

20 R Setiawan,1999, Pokok Pokok Hukum Perikatan, Putra Abardin, Bandung. Hlm.1.
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yang mengkaji dan melihat ketentuan hukum yang berlaku dan bagaimana

hukum bekerja didalam lingkungan masyarakat.21 Atau dengan kata lain

yaitu penelitian yang dilakukan dengan keadaan sebenarnya yang nyata

terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan

fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.22 Dalam penelitian ini penulis

bertolak pada hasil wawancara penelitian yang dilakukan dengan upik

Sundari sebagai Staff Mikro Mandiri.

Perlindungan Hukum terhadap nasabah bank mandiri pada masa covid-19

dikaitkan dengan kewajiban membayar kredit usaha rakyat.

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach).

Pendekatan Perundang-Undangan atau statute approach adalah

pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan

regulasi yang bersangkut paut dengan isu huk um yang sedang ditangani.23

Dalam penulisan ini Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang

digunakan yaitu tentang perjanjian,

b. Pendekatan Konsep (Conceptual Approach)

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan Konsep, dimana

penelitian ini merupakan seperangkat ungkapan-ungkapan dan asumsi

21 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika,202,Hlm.15
22 Ibid.Hlm.16.
23 Peter Mahmud Marzuki,2009, Penelitian Hukum, Jakarta : Kencana Prenada Media

Group, Hlm. 93.
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kebahasaan yang dijadikan sebagai dasar untuk membangun argumentasi

hukum dalam menjawab permasalahan dalam penelitian.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Bank Mandiri yang beralamat pada Jl. Jendral

Sudirman No. 419,24 ilir, KEC. Bukit kecil, Kota Palembang, Sumatera

Selatan 30114.

4. Jenis dan Sumber Data

Dalam penyusunan Penelitian ini, data dan sumber yang digunakan adalah

data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum

sekunder dan bahan hukum tersier. 24

a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti untuk

menjawab masalah atau tujuan yang digunakan. Hal ini data primer

yang digunakan adalah wawancara pada pihak atau staff pada Bank

Mandiri Cabang Kota Palembang

b. Data sekunder ialah data yang memberikan penjelasan terhadap bahan

hukum primer. Data ini diperoleh dari Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan

Konsumen, Peraturan OJK Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan

Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional

Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus

24 Ibid.Hlm 51
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Disease 2019 dan hasil penelitian yang berhubungan dengan

pembahasan penelitian ini. 25

c. Data tersier atau bahan hukum penunjang, yaitu bahan hukum yang

memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum

primer/sekunder yaitu, kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara

dengan cara mengadakan tanya jawab dengan upik sundari selaku Staff

Mikro Mandiri Pada Cabang Kota Palembang.

6. Teknik Analisis Data Hukum

Teknik analisis bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini

adalah metode analisis kualitatif, yaitu dengan melakukan uraian secara

deskriptif dari data sekunder ke data primer yang telah dikumpulkan

mengenai permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini berdasarkan

peraturan.

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Data yang berhasil di kumpulkan yaitu data sekunder, kemudian diolah

dan dianalisa dengan menggunakan teknik analisis metode deduktif

kualitatif, yaitu dengan menguraikan semua data menurut mutu, dan sifat

gejala dan peristiwa hukumnya melakukan pemilahan terhadap bahan-

bahan hukum yang relevan tersebut di atas agar sesuai dengan masing-

25 Ibid,Hlm. 25
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masing permasalahan yang dibahas dengan mempertautkan bahan hukum

yang ada. Mengolah dan menginterpretasikan data sebagai acuan untuk

landasan berpikir guna mendapat kesimpulan dan saran, yang dalam hal

ini adalah kesimpulan kualitatif, yakni kesimpulan yang dituangkan dalam

bentuk pernyataan dan tulisan.
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